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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya tuduhan perzinaan
di media sosial, khususnya TikTok, yang berpotensi mengandung unsur gadzaf—yakni
tuduhan zina tanpa bukti sah sesuai syariat Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui dampak sosial dari tuduhan gadzaf yang terjadi di media sosial serta
menggali pemahaman Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Lembaga Dakwah Islam
Indonesia (LDII) Tulungagung terhadap kasus tersebut.

Rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana dampak sosial dari tuduhan qadzaf
yang terjadi di tiktok? 2) Bagaimana pemahaman Ulama NU dan LDII mengenai
gadzaf dalam konteks tuduhan perzinaan di media sosial?

Tujuan penelitiannya adalah: 1) Untuk mengetahui apa dampak sosial dari

tuduhan qadzaf yang terjadi di tiktok. 2) Untuk mengetahui pemahaman Ulama NU
dan LDII mengenai qadzaf dalam konteks tuduhan perzinaan di media sosial.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif berlokasi
penelitihan di Kota Mojokerto. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian
ini melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian Ulama NU maupun LDII memiliki pandangan yang sama
bahwa tuduhan perzinaan tanpa bukti kuat di media sosial termasuk dalam kategori
qgadzaf dan merupakan dosa besar. Keduanya menekankan bahwa tuduhan harus
didasarkan pada pembuktian syar'i, yaitu dengan menghadirkan empat orang saksi laki-
laki atau pengakuan dari pelaku. Mereka juga sepakat bahwa media sosial
memperburuk dampak gadzaf karena cepatnya penyebaran dan luasnya jangkauan
informasi yang dapat mencemarkan nama baik seseorang. Oleh karena itu, baik dari
perspektif NU maupun LDII, pelaku gadzaf di media sosial layak dikenai sanksi secara
hukum Islam, meskipun penerapannya dalam konteks hukum positif Indonesia masih
perlu dikaji lebih lanjut.
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This study is motivated by the phenomenon of increasing allegations of
adultery on social media, particularly TikTok, which may involve elements of
qadzaf—that is, allegations of adultery without valid evidence according to
Islamic law. The purpose of this study is to determine the social impact of
gadzaf accusations on social media and to explore the understanding of
Nahdlatul Ulama (NU) and LDII Tulungagung scholars regarding such cases.

The research questions are: 1) What is the social impact of gadzaf
accusations on TikTok? 2) How do NU and LDII scholars understand qadzaf in
the context of adultery accusations on social media?

The objectives of the study are: 1) To determine the social impact of
qadzaf accusations on TikTok. 2) To understand the perspectives of NU and
LDII scholars on qadzaf in the context of adultery accusations on social media.
This is a field study using a qualitative approach, conducted in the city of
Mojokerto. Data collection techniques in this study include observation,
interviews, and documentation. Data analysis techniques in this study involve
data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study indicate that both NU and LDII scholars share
the same view that accusations of adultery without strong evidence on social
media fall under the category of qadzaf and constitute a major sin. Both
emphasize that accusations must be based on sharia evidence, namely the
presence of four male witnesses or the confession of the perpetrator. They also
agree that social media exacerbates the impact of qadzaf due to the rapid spread
and wide reach of information that can tarnish a person's reputation. Therefore,
from both the NU and LDII perspectives, perpetrators of qadzaf on social media
deserve to be punished under Islamic law, although its application in the context
of positive Indonesian law still needs to be further studied.
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